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pertanian oleh masyarakat (pola 1), dan Pengeloldaman untuk pertanian oleh

investor/swasta (pola 4). Dilihat dari segi keberjiatan usaha yang didasarkan pada
prinsip pembangunan berkelanjutan ada 3 pola yalagghap sesuai dengan prinsip
pembangunan berkelanjutan. Pola yang paling menggkpembangunan yang

berkelanjutan adalah Pola pengelolaan lahan untakaman kehutanan (Pola 2),
yang kedua adalah Pola Pengelolaan lahan untukamésh oleh masyarakat (pola

1), dan terakhir Pola Pengelolaan lahan untuk pasata berkelompok (pola 3).

Abstract

The coastal area in Bantul Regency is an area whpdtencially
developed. The area is not cultivated because tssnovertile, unbenefitable
status, and there is not any infrastructures suppd®elated to the development,
the needs of rice field, shops, and settlelmentianeg. In the end, people realize
the huge potency of this coastal area.

This research is about the activity of the peoplemtanage the coastal
area in Sanden and Srandakan District. Pricesly ated in Srigading,
Gadingsari, and Poncosari Villages. Research methtitht used is Qualitatif
Research Methode, with Sustainable Livelihood Apgino

The activity of the people, private sektors, andegoment make sistems of
the land management. There are amount influencetarad tenurial in the
establishmen of the coastal area managemen sisi&trisast, there are six (6)
sistems found by writer by the identification idton. (1) Land management
system for agriculture by people; (2) Land managensgstem for foresting; (3)
Land management system for modern tourism as grqdpdand management
system for tradisional tourism individually; (5) h& management system for
agriculture by private sectors; (6) Land managemspstem for government
instalations. Research focus in agriculture andigm. The sistems in agriculture
category is Sistem (1), (2), and (5). Sistem (@)pisthe part of both category.

Based on the analize the land management sistdnch influence the
economic developed for people are thre€': 5 system (3) Land management
system for modern tourism as group¥' i& system (1) ) Land management system
for agriculture by people; "8 is system (5) Land management system for
agriculture by private sectors. Related to the aimstble development there are
three suitable systems®'1 is system (2) Land management system for foggsti
2"%is system (1) Land management system for agrieuliy people; 3 is system
(3) Land management system for modern tourism @spg:
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Wilayah pesisir Kabupaten Bantul, secara geogriitetak di
bagian selatan Kabupaten Bantul. Letaknya memgmaengikuti garis
pantai dengan lebar ke arah darat bervariasi, myasdibatasi oleh batas-
batas fisik yang mudah dikenali seperti jalan, siungerbedaan level
tanah, perbedaan jenis tanah dan lainnya. Sebelahlberbatasan dengan
Kabupaten Gunung Kidul dengan batas fisik berugppengan kapur, di
sebelah barat di batasi oleh Sungai Progo. Selsdidtan berbatasan
dengan Samudetdindia.

Pada awalnya wilayah ini kurang mendapatkan penmadari
masyarakat. Masyarakat kurang berminat memanfaatikdan di
sepanjang pesisir ini, baik untuk usaha pertan@iwsata atau lainnya.
Alasan yangpertamaadalah kondisi lahan pada waktu itu masih berupa
semak belukar, terlihat gersang, tandus dan p#dasankeduatanah di
sepanjang pesisir merupakan tanah yang dipercayyanmakat sebagai
Sultan Grond (SG}anah yang dimiliki oleh Kesultanan Yogyakarta.

Seiring perkembangan zaman, yang diikuti dengaoutkdnan
tanah yang makin meningkat, masyarakat mulai memagkdn lahan
pesisir sebagai lahan pertanian. Pertanian ituisemeliputi pertanian

pangan, hortikultura, kehutanan, dan peternakantiwiBata juga



berkembang di wilayah ini, hamparan lahan pasigyaas serta sejumlah
keindahan di sana adalah daya tarik bagi wisatawan.

Upaya pengembangan usaha pertanian (bercocok tatidat)an
pesisir seringkali dihadapkan pada kendala ekolggitu sifat lahan
pesisir itu sendiri. Material pembentuk lahan pesissini sebagian besar
adalah pasir yang memiliki porositas tinggi, sgym daya ikat air rendah.
Keadaan ini menyulitkan dalam pemanfaatan laharukumertanian.
Budidaya pertanian seperti penanaman bawang mketdia, dan buah,
bahkan padi misalnya, mungkin dilakukan di kawasarSyaratnya lahan
diperlakukan sedemikian rupa hingga tanaman-tanateesebut dapat
tumbuh maksimal. Selama ini petani mendapat majikup karena
subsidi sarana produksi yang tidak dibeli dengarguRupuk didapat dari
kotoran ternak di kandang ternak pribadi dan dambhh dan tanaman
yang difermentasi secara mandiri, bibit disemaidsgntenaga juga
mengambil dari keluarga. Sehingga keuntungan yadagpédt dikurangi
dengan pembelian sarana produksi yang memang ldihedi saja,
misalnya mulsa, pemompaan air, dan insektisiddafian dalam arti luas
termasuk di dalamnya tanaman pangan, peternakam, paggikanan
mengambil bagian cukup besar dalam pengelolaansipeSebagian
wilayah ini masih didominasi oleh pemanfaatan untusaha-usaha
pertanian tersebut.

Selain pertanian saat ini ada beberapa lokasi y#agasai, dan

dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri unsahai pariwisata.



Lokasi tersebut antara lain; Pantai Depok di Kedam&retek, Pantai
Kuwaru, Pantai Pandan Simo, Pantai Baru di Kecam&esandakan,
Pantai Samas, dan Pandansari di Kecamatan Sandéaimtaya. Sejatinya
kawasan tersebut sudah lama terbuka, tetapi pdagelgang lebih baik
baru dilakukan beberapa tahun terakhir. Sebagiawvasan tersebut
dikunjungi wisatawan setiap minggunya, jumlahnyagha puluhan ribu
orang setelah dikelola masyarakat dengan baik. dbalagn
mendatangkan pendapatan masyarakat yang tidak itsedigkalasi
pendapatan begitu tajam terlihat dengan berbagditda yang dibangun
masyarakat di kawasan wisata tersebut, baik ydatnga individu pribadi
maupun yang sifatnya untuk kepentingan umum denmy&@manan
pengunjung.

Pariwisata menjadi semacam solusi baru kesejaltelidaawasan-
kawasan tersebut atas kesulitan ekonomi masyai@ghagian masyarakat
menerjunkan diri menjadi pelaku pariwisata. Diaatamereka banyak
yang sepenuhnya bergantung pada pariwisata kaedetusainya memang
tidak memiliki pekerjaan tetap. Kegiatan yang dilk&n pun beragam,
pariwisata di wilayah ini bukan lagi hanya meniknmemandangan saja,
tetapi telah berdiversifikasi ke sektor perdagangasa, kuliner, dan
sebagainya.

Setidaknya masyarakat mempunyai 3 (tiga) pilihantukin
membudidayakan lahan pesisir di Kabupaten Bantul Rertama

masyarakat mengelola lahan pesisir ini untuk budidpertanian (arti



luas), dengan konsekuensi margin yang didapat tsar, tetapi tentu
memiliki andil yang cukup besar dalam menjaga efoldedua
masyarakat mengelola lahan pesisir untuk budidaga pertanian
khususnya pariwisata. Pariwisata memiliki andil wqukbesar secara
ekonomi bagi masyarakat yang mengelola lahan peksigan baik serta
memberikan andil terhadap kelangsungan hidup ling&o. Ketiga
memadusersasikan kedua pilihan tersebut, yang sselomyika juga
mungkin dilakukan.

Apabila kita telaah dari perspektif yang lebih tingpada level
kebijakan pemerintah, maka kita akan menjumpaijkén yang senada
dengan fenomena yang terjadi di masyarakat pg#&iaibupaten Bantul).
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mangkan 4 prinsip
Pengelolaan Pertanahan yang tertuang dalam SaSarategis Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia 2010-2Q/B4g secara singkat
diuraikan sebagai berikut : “Pertanahan harus lmrimsi secara nyata :
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, peéaaipsumber-sumber
baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan kksenjangan
pendapatan serta peningkatan ketahanan pafpgasperity); (2) Untuk
peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebikeddilan dan
bermartabat dalam kaitan dengan R&quity); (3) Untuk mewujudkan
tatanan kehidupan bersama yang harmonis denganatasngengketa,
sengketa dan konflik dan perkara di kemudian (social welfare) (4)

terciptanya keberlanjutan sitem kemasyarakatan, arkggaan dan



kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses -fedgaya pada
generasi yang akan datang terhadap tanah sebagbeskesejahteraan

masyarakagsustainability)”. (www.bpn.go.id/renstra.aspkiunduh tanggal 22

februari 2011).

Kegiatan yang dilakukan masyarakat mengelola kamvgesisir
sebagai lahan usaha secara tidak langsung sejatayam prinsip-prinsip
tersebut di atas. Ratusan hektar lahan menjadi supamgan dan menjadi
sumber pendapatan. Ratusan anggota masyarakahherggada usaha-
usaha pertanian. Sebagian masyarakat lainnya metugggan hidup dari
usaha-usaha di bidang pariwisata. Mulai dari bé&juamakanan dan
minuman, membuat sarana hiburan bagi pengunjungpyemekan
berbagai barang, hingga mendirikan rumah makan.

Patut disayangkan baik kegiatan pertanian maupgiatea wisata
tersebut hampir seluruhnya berada di atas tanastabesSultan Grond
(SG) Berdasarkan informasi, masyarakat sepenuhnya batlara mereka
menempati tanah kepunyaan Sultan. Mereka tidak &tiawnmendirikan
bangunan, mendirikan tempat usaha, bahkan rumahgaeliempat
tinggal. Secara administrasi hubungan hukum merdé&agan tanah
tersebut tidak kuat, karena tanpa hak, tanpa #etjpbahkan diantara
mereka tanpa ijin. Mereka mengelola tanah tersebdédsarkan pada
kesepakatan oleh para pendahulu mereka yaitu pang tua mereka yang

lebih dulu menguasai tanah-tanah tersebut.



Idealnya masyarakat mengelola tanah untuk pertardan
pariwisata diatas tanah yang secara administragial] secara fisik
lingkungan benar, dan secara ekonomi menjanjikaal idi adalah
sebagian penentu yang akan melahirkan penguatamorko dan
keberkanjutarfsustainability)pembangunan.

Bertolak dari uraian di atas calon peneliti tekameneliti
pengelolaan lahan di kawasan Pesisir KabupateruBiaint Calon peneliti
mengambil judul® PENGELOLAAN LAHAN PESISIR UNTUK USAHA

PERTANIAN DAN PARIWISATA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN
EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL”

. Perumusan Masalah
Berdasarkaruraian yang telah disampaikan dalam latar belakiang

atas calon peneliti merumuskan masalah sebag&uberi

1. Pola pengelolaan pertanian dan pola pengelolaaataviseperti apa
yang ada di Pesisir Kabupaten Bantul?

2. Apakah pola-pola pengelolaan tersebut dapat betkost positif
terhadap penguatan ekonomi masyarakat?

3. Berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutakaappola-pola
dimaksud telah sesuai dengan prinsip-prisip pemirzany

berkelanjutarf{sustainable developmeft)



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

a. Mengetahui Pola pengelolaan pertanian dan wisatasan pesisir
Kabupaten Bantul.

b. Mengetahui apakah pola-pola pengelolaan dimaksugatda
berkontribusi positif terhadap penguatan ekononsyaeakat.

c. Mengetahui apakah pola-pola pengelolaan yang adeawasan
pesisir Kabupaten Bantul sesuai dengan prinsip pegiman
berkelanjutan.

2. Kegunaan

a. Nantinya diharapkan dengan adanya penelitian ipatdaibahas
secara detail potensi pesisir, dan pola-pola pefag yang baik,
serta sesuai dengan karakteristik wilayah

b. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapanberikan
masukan kepada segenap pemangku kepentingan uipkt d
berperan aktif mengembangkan potensi wilayah diomaks

c. Peneliti berharap prinsip-prinsip pembangunan benfatan
menjadi visi untuk setiap kebijakan pemerintah yalitgmpubh,
juga menjadi visi bagi pembangunan yang berbasitpedayaan

masyarakat.



D. Batasan Masalah

Melihat cakupan yang sangat luas dalam upaya pelagel lahan
pada kawasan pesisir, penyusun memberikan batasaa [penis
pengelolaan lahan untuk kegiatan pertanian danatayipariwisata.
Kegiatan pertanian meliputi tanaman pangan, petamadan perikanan.
Sementara pariwisata terdiri atas subsektor pendgmg restoran, hotel,
dan jasa-jasa. Pertanian dan pariwisata dimaksaldtagang dilakukan
oleh masyarakat di atas lahan pesisir KabupatertuBaepatnya di

Kecamatan Sanden dan Srandakan.



KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari uraian dalam bab sebelumnya dapat dinyatakaherbpa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola Pengelolaan lahan untuk pertanian dan wisapeegisir Kabupaten
Bantul
Pola Pengelolaan Pesisir untuk Usaha Pertaniart degy@pulkan
menjadi 3 pola yaitu :
a. Pola Pengelolaan lahan pesisir untuk usaha Pemtated Masyarakat
b. pola pengelolaan Lahan Pesisir untuk pertanian lolegstor/swasta.

c. Pola Pengelolaan lahan untuk tanaman Kehutanan.

Pola Pengelolaan Lahan Pesisir untuk Usaha Patavisgpat kita
bagi menjadi 2 yaitu:
a. Pola pengelolaan lahan pesisir untuk pariwisatiidi@nal
b. Pola Pengelolaan Lahan Pesisir untuk pariwisa@nt&klompok.
2. Pola Pengelolaan berkontribusi Positif terhadap gpatan ekonomi
masyarakat.
Pola yang paling dianggap berkontribusi positihéetap ekonomi
masyarakat adalah berurut-turut sebagai berikut :
a. Pola Pengelolaan Untuk Usaha Pariwisata dalam lgg&m
b. Pola Pengelolaan Untuk Usaha Pertanian oleh Madsytara
c. Pola Pengelolaan Untuk Usaha Pertanian oleh InvEstasta;
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3. Pola Pengelolaan lahan sesuai prinsip pembangwer&alanjutan.
Pola yang sesuai dengan prinsip pembangunan bajitn
adalah sebagai berikut :
a. Pola Pengelolaan lahan untuk tanaman kehutanan
b. Pola pengelolaan lahan untuk usaha pertanian chelyamakat

c. Pola pengelolaan lahan pariwisata dalam kelompok

B. Saran

Masyarakat adalah komponen penting dalam pengeltdaan pesisir,
sehingga peran serta yang aktif merupakan suatarksdn. Peran itu dapat
berwujud keaktifan sebagai pengelola maupun selpagaiti kontrol terhadap
pembangunan dan investasi. Posisi sentral masyaatds penguasaan lahan
tentu harus dimanfaatkan dengan baik, dalam rangkagontrol keberadaan
investasi yang merugikan masyarakat sekitar. Sebali mendukung
pembangunan yang sifatnya menguntungkan masyard&#m jangka

panjang secara langsung maupun tidak langsung.

Kelompok Tani adalah organisasi kemasyarakatamdihakup kecil
masyarakat dusun yang dapat berperan penting dpkmgelolaan lahan
pesisir. Menejemen organisasi yang baik dengan restapakan anggota
kelompok yang potensial menjadi keharusan. Daladonkgok ini juga
seharusnya diatur tata cara atau sistem pengdiihan. Menjaga lahan tetap

dalam kelompok dan mengusahakan secara seriushagien terbaik
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pengelolaan lahan pesisir untuk pertanian. Selainaktif berkomunikasi ke

dalam dan keluar kelompok termasuk dengan dinasndéamsi terkait.

Kelompok masyarakat sadar wisata yang saat indadamua dusun
di wilayah penelitian belum semua aktif. Kelompoknyg aktif seharusnya
dapat mendorong kelompok lainnya yang tidak akitula dapat berkembang
bersama. Kesadaran akan pembangunan berkelanjathn dipupuk dalam
kelompok-kelompok supaya pengelolaan dapat terdsrijet dalam waktu

yang lama.

Dukungan pemerintah mutlak diperlukan dalam sepapgelolaan
lahan pesisir, baik untuk pertanian dan wisataluPadanyainsentif dan
disinsentif bagi pegelolaan terkait dengan lingkungan. Peiepeio yang
memperhatikan dan sesuai dengan peraturan didonofngk berkembang
dengan diberikan bantuan dan pendampingan, seraeydag tidak sesuai
ditertibkan. Dinas pertanian dan kehutanan cukupydla berperan dalam
pengelolaan pesisir di bidangnya. Meskipun saraasgpana sudah hampir
seragam tetapi terdapat variasi hasil dan inteniggiatan. Bantuan dalam

bentuk transfer ilmu dan teknologi kepada masyadrsdsagat diperlukan.

Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantah gatewm Bantul
belum bisa berperan banyak. Status tanah di kawazesisir menjadi kendala
bagi Badan Pertanahan Nasional untuk ikut berpexktif. BPN Perlu

melakukan Koordinasi dengan pihak kraton dalamkang
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1. Menginventarisasi penguasaan tanah-tanah SG dsipesukan
hanya memetakan tanah SG, tetapi memetakan pemrguasa
individu di dalamnya secara rinci.

2. Memperjelas status tanah SG dalam hukum tanahreadsaengan

memperjelas status tanah, konflik di kemudian apat dihindari.

Investor/swasta masih belum berperan dalam menganrgionomi
masyarakat. Luas lahan yang dikelola swasa/invéstiom sebanding dengan
jumlah tenaga yang terserap dalam usaha itu. Prassssfer ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek) juga belum kdeena masyarakat hanya
berperan sebagai buruh kasar dan atau tenaga kaama&ebaiknya
investor/swasta menarik lebih banyak tenaga dassyarakat sekitar, dan
dapat melibatkan masyarakat dalam kegiatan perasasebagai bagian dari

proses tranfer iptek.

Dalam tulisan ini masih mungkin untuk dikembangkanalisis
mengenai keberadaan pola pada setiap dusun. Dberddaan pola yang
berkembang tersebut dapat dilihat potensi dusun kiamribusi pola-pola
tersebut dalam ekonomi masyarakat ataupun sumbdtegada pendapatan

asli daerah.
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